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Badan Perfilman

Indonesia (BPI)

1. Dibentuk atas amanat Undang-undang No. 33
Tahun 2009 tentang Perfilman.

2. Dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 32 tahun
2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia.
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BADAN
PERFILMAN

INDONESIA

PASAL 67

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:

a.
b.

apresiasi dan promosi film;

penyelenggaraan pendidikan dan/
atau pelatihan perfilman;

pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi perfilman;

pengarsipan film;
kineklub:

> @

museum perfilman;

memberikan penghargaan;

penelitian dan pengembangan;
memberikan masukan perfilman; dan/atau

mempromosikan Indonesia sebagai lokasi
pembuatan film luar negeri.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

RDPU DPRRI

03



BADAN
PERFILMAN
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PASAL 68

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i,
dan huruf j dibentuk badan perfilman Indonesia.

Pembentukan badan perfilman Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh
Pemerintah.

Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga
swasta dan bersifat mandiri.

Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibu
kota negara Republik Indonesia.

Badan perfilman Indonesia dikukuhkan oleh
Presiden.
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PASAL 69

Badan perfilman Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 bertugas untuk:

d.

menyelenggarakan festival film di
dalam negeri;

mengikuti festival film di luar negeri;

menyelenggarakan pekan film di luar
negeri;

mempromosikan Indonesia sebagai
lokasi pembuatan film asing;

e.

memberikan masukan untuk
kemajuan perfilman;

melakukan penelitian dan
pengembangan perfilman;

memberikan penghargaan; dan

memfasilitasi pendanaan pembuatan
film tertentu yang bermutu tinggi.
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Stakeholder BPI

Badan Perfilman Indonesia

Terintegrasi Terintegrasi Terintegrasi Terintegrasi
Belum Terintegrasi Belum Terintegrasi Belum Terintegrasi Belum Terintegrasi

2

750 2 500

SMK, Lembaga Kursus PH, Distributor, TV, OTT Kurator, Kritikus Film

Apresiasi, Literasi
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INDONESIA

PASAL 70

(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 berasal dari:

(2)

a.
b.

Ba
da
be

pe

pemangku kepentingan; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ntuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
N Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan
anja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan

raturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana yang bersumber dari non-

An

ggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-

anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada
masyarakat.
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Dewas

Dewan Etik

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan

Ketua Bidang PSDM dan Stankom

Ketua Bidang Litbang

Ketua Bidang Pengembangan Bisnis dan Pembiayaan
Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luarnegeri
Ketua Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Festival
Ketua Bidang Kebijakan dan Advokasi

Kesekretariatan
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BADAN PERFILMAN INDONESIA

A o¥
L,
1. Integritas 2.Sinergitas

A\

/\

3.Transparasi 4 Akuntabilitas

-
m
r
-
2,
C
my

RDPU DPRRI

09



MASALAH

PERFILMAN INDONESIA

DULU DAN SEKARANG

RRRRRRRRR



BADAN
PERFILMAN

INDONESIA

Ekosistem Perfilman Indonesia

iy gf/lra“r“a” Tingg ’ ) R SKKNIZKKNI
3. Lembaga Kursus Pendidikan SERTIFIKASI l
- N SDM Kompeten
1. Kegiatan Komunitas Film
2. Kegiatan Kementerian v
) ’ A y beneliti Asosiasi Profesi
resiasi eneutian .
> Pl : : Produksi < 7
Literasi & Pengarsipan
i o ) Manajemen Talent
1. Festival Film
2. Pasar Film
\ / Hubungan @
; . Industrial
Lepesl Distribusi
2. Stasiun Televisi < = <
3. Media Baru/OT 1/ Youtube & Eksibisi
- g Asosiasi 1. Asosiasi Studio Shooting
Perusahaan Film 2. Asosiasi Rental Equipment
3. Asosiasi Post Production

- J
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FAKULTAS

V4
EkONOMI | o~ Lembaga
DAN BISNIS | # Demografi

NIVERSITAS
INDONESIA
Hrdate duttn

Struktur Pekerja Film

Karakteristik Pekerja (n=5)

2019 2020
BB PekerjaLepas [ Pekerja Tetap Laki-laki [} Perempuan

@ Proporsi dari pekerja lepas di Industri film tinggi dibandingkan dengan proporsi pekerja tetap. Sedangkan, untuk animasi sendiri
lebih didominasi oleh pekerja lepas dibandingkan dengan pekerja tetap.

@® Proporsi laki-laki di subsektor film lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
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BADAN

PERFILMAN FAKULTAS

&
EKONOMI o~ lLembaga
DAN BISNIs | #* Demografi

INDONESIA

UNIVERSITAS
INDONESIA

Analisa Kondisi Faktual
Pekerja Film

4 N
(a) (b) (c) = (a) + (b) (d)
Penawaran Tenaga Kerja Jumlah yang Prediksi potensi Total Prediksi Tingkat
bekerja tenaga kerja Penawaran Upah (Rp)
Tahun 2019
42 062 46,670 88,732 1,258,951

/
o

N
/

(a) (b) (c) = (a) + (b) (d)
Penawaran Tenaga Kerja Jumlah yang Prediksi potensi Total Prediksi Tingkat
bekerja tenaga kerja Penawaran Upah (Rp)

Tahun 2020
42102 64,166 106,268 1187168

-
-

~
J

Penawaran 2019-2020 (%) Penawaran 2019-2020 (%)

19.76 -5.70

Penawaran Tenaga Kerja & Tingkat Upah
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Penonton Film Nasional Produksi Film Nasional Bioskop & Layar

289 2145
51,2t 51,2t 1.824
141
132 4 1.330
. 121
- . 47 430 217
313
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Layar Bioskop Layar Bioskop Layar Bioskop
2015-2016 2017-2018 2019-2022

Sumber Data
1. LSF 2. GPBSI 3. PPFI 4. APFI 5. filmindonesia.id 6. Kompas
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Judul

Film Layar Lebar
Kuartal 1 Tahun 2022

Sumber : LSF
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Rekapitulasi Jumlah
Penonton Film Nasional 2019 rer 15 jan 2016

No Rentang Jumlah Film Jumlah Penonton Persentase
3juta - 7 juta 5.253.411 10% o
2 juta - 3juta 0.677.923 19% 57 /O
1juta - 2 juta 14.529.943 28% (15 Judul)
500 ribu - 1 Juta 11.671.230 23% o)
250 ribu - 500 ribu 3.477.012 7% 39 /0
100 ribu - 250 ribu 5115.875 10% (59 Judul)
50 ribu - 100 ribu 1.088.699 2% o
25 ribu - 50 ribu 673198 1% 4 /0

Di bawah 25 ribu 227.048 0% (55 Judul)

Total 129 51.714.339 100%

Sumber : filmindonesia.id
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http://filmindonesia.id
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Rekapitulasi Jumlah
Penonton Film Nasional 2022 per 23 Maret 2022

No Rentang Jumlah Film Jumlah Penonton Persentase

>/ Juta 1 9.233.847 38,383%

3 juta -7/ juta - - 72 3%

2 juta - 3 juta 5.085.497 21139% 5 JUdU'
1juta - 2 juta 3.077.381 12,792%

500 ribu - 1 Juta 3107165 12 916% 2 5 0/
| 2.005.465 8336% 0

250 ribu - 500 ribu
100 ribu - 250 ribu 084.351 4.092% 16 JUdU|

50 ribu - 100 ribu 248.937 1035% 2 O/
25 ribu - 50 ribu 117.252 0487% O
(26 Judul)

Di bawah 25 ribu 197.375 0,820%

Total 47 24.057.270 100%

Sumber : filmindonesia.id
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10 Film Terlaris di Indonesia

Tahun 2016-2022

g No Judul Film Tahun Penonton A

1 Avenger: Endgame 2019 11.245.000
KKN di Desa Penari 9.153.723

3 Spider-Man; No Way Home 2021 8.790.509
4 Avenger: Infinity War 2018 8.121.000
5 Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 2016 6.858.616
Doctor Strange in The Multiverse of Madness 6.329.085
7 Dilan 1990 2018 6.315.664
8 Captain Marvel 2019 6.298.000
9 The Fate of The Furious 2017 5.945.000
10 Aquaman 2017 5.882.000
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Kondisi Perflman Indonesia sebelum pandemi (eZe)%i[¢E¥k:A Ada sebanyakMproduksi film di Indonesia pada tahunMTercatat,
produksi iklan merupakan yang terbanyak mencapaigW4:-¥4produksi atau sekitargy M-y 4dari total produksi film dalam negeri.

Iklan 1.726 8
e
_Film 8
Serial TV -
T
Film
Layar Lebar 2 8 9 ﬁ
Film 2 0 6 3
Pendek LL
2
Film
Dokumenter 1 6 8 8
Fil O
iIm
Animasi 6 9 e
0 450 900 1350 1800
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Infografis Pasar Audio Visual

Berdasarkan Pendidikan dan Ekonomi

Tahun 2019 penonton bioskop mencapai 45%

Bioskop dan Media Baru

114.081.668 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air
< djuta per Januari 2022.

6%

17181.668

273.381.668

35% Televisi dan Media Baru
A 256.200.000 Industri perfilman memberikan kontribusi
> 5 juta signifikan kepada negara. Pada 2019,

sumbangan film terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Rl mencapai Rp 15

triliun.

28%

159.300.000
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KEMENTERIAN .
) . Kebiljakan d
vhira Akseleras < B Y OAGA . > Fasillji?asi Kea?atan
Apresiasi dan Literasi TERKAIT KEMENTERIAN g

Menciptakan

Menciptakan SDM yang
berkualitas dan berdaya
. ‘ saing melalui Pendidikan

Hubungan Industrial MANAJEMEN dan Pelatihan berbasis
yang Harmonis dan TALENT ( PENDIDIKAN

praktik kerja di industri
Saling Menguntungkan Integrator terwujudnya

perfilman.
Kebangkitan Film Nasional
untuk kesejahteraan ‘
NEREIELE]

Membangun jaringan
produksi yang
terintegrasi dengan
distribusi dan eksibisi.

Membangun

data base PUSAT DATA ‘ ‘ ‘
perfilman <

Indonesia

PRODUKSI

Pusat Aksi Kreatif Perfilman
Berjejaring dan
Berkesinambungan. Melalui
Forum, Kompetisi, Festival,
Pasar Film.

KEGIATAN
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Rumusan Tujuan

Perfilman Indonesia

Tiuan Uiama [ Furgs Uama

a. Pendidikan a. Terbinanya akhlak mulia;
Meningkatkan 1 Imu b. Budaya b. Terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
Kesejahteraan ' , c. Hiburan C. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
masyrakat baik 2. Kary.a Senl Bu.day?\ d. Informasi d. Meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
material, spiritual 3. Media Komunlka3| e. Ekonomi e. Berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa;
maupun sosial. 4. Komoditas f. Pendorong f. Dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
g. Berkembangnya film berbasis budaya bangsa.

Karya Kreatif

RDPU DPRRI 25
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Kebangkitan Film Nasional
5 Kota Film Nasional - 100 Ruang Putar Alternatif

Gy
@ 0y
AR

a ¢
@
@

A &

Kota Film Ruang Putar
Nasional Alternatif

‘Jika ingin bicara wawasan Nusantara dalam film maka kita harus membangun film nasional dari seluruh
pelosok negeri yang kaya budaya. Membangun manusia Indonesia yang berkarakter”

Ki Demang Soemardjono
Bapak pendidikan Perfilman Nasional/Ketua Umum Pertama KFT Indonesia

RDPU DPRRI
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USULAN

ENVNEEEEHR A GHEE ) Perfilman Indonesia

Perubahan:

*EN (=1 ER 210 (017€ Perfilman Indonesia

e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan
Jrusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan

e Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman
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Undang-Undang Peraturan Pemerintah

38 Peraturan dan Perundang-Undangan E{:lek:Te kT
objek kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Perfilman untuk BRE =11 Rl PV d=Tail s FIa N\ EX{eTa U

Peraturan Presiden Peraturan Menteri

21 8 1

(dua puluh satu) (delapan) (satu) (delapan)
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Kekuatan

Perfilman
Nasional
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Integrator

Bidang

Unsur

Kementerian
Utama

Kementerian
Terkait

KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KEMENKO INVESTASI KOPERASI &
PMK UMKM

BIDANG BIDANG

FESTIVAL & ORGANISASI &

JARINGAN
Ak KEMDIKBUDRISTEK

KEMENTERIAN UU No. 33 Tahun KEMENKO
KEUANGAN BIDANG BIDANG W PEREKONOMIAN

2009
KEBIJAKAN & A PSDM &

ADVOKASI STANKOM

UNSUR UNSUR
PENDIDIKAN PROFESI

KOMINFO KPI KEMENPAREKRAF

UU No. 32 Tahun MENINGKATNYA UU No. 24 Tahun i KEMENTERIAN
2022 KESEJAHTERAAN 2019 LUAR NEGERI

MASYARAKAT

KEMENTERIAN
BUMN

UNSUR UNSUR )
KEGIATAN

BIDANG BIDANG
HUBUNGAN

BISNIS &
KEMENTERIAN \ PEMBIAYAAN KEMENAKER LUARNEGRI& Jf -\ e MIENTERIAN

POLKUMHAM UU No. 11 Tahun PROMOS! & HERINDUSTRIAN
BIDANG 2020 KESEKRET

LITBANG ARIATAN

SEKRETARIS KANTOR

NEGARA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT
DALAM NEGERI PRESIDEN
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STANDING POSITION
SUMBER DANA
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